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A. Latar Belakang  Masalah 
Indonesia merupakan Negara hukum dimana Negara yang 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas 
hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan 
pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supermasi hukum) 
dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain 
menyebutkan bahwa dalam Negara hukum, sebagai dasar 
diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar Negara. Konstitusi 
Negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang 
konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan  
jaminan hak dasar warga Negara. Dengan demikian dalam 
Negara hukum, kekuasaan berdasar atas hukum, bukan 
kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara berdasar pada 
konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut 
sulit sebagai Negara hukum. 
Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai 
cita cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan 
suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan 
larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat 
dan karena itu harus di taati masyarakat, jadi secara sederhana 
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Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahannya didasarkan atas hukum. 
Hukum pidana mengenai dua jenis perbuatan yaitu 
kejahatan dan pelanggaran. kejahatan adalah suatu perbuatan 
yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga 
bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan 
masyarakat. 
Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki  
kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling 
sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-
jam sibuk kemacetan merupakan salah satu dampak negatife dari 
semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi 
kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin 
simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak 
berbandingnya jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan 
raya akan semakin tidak nyaman. 
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya 
mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin 
tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress 
yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian 
maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai 




Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap 
memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini 
didasari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para 
warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang 
berlaku. 
Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara 
maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan 
seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma 
hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) 
haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena 
untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang 
terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada 
kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan 
yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindak kelalaian atau 
kealpaan. 
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri 
jika dari kurangnya kesadaran mesyarakat dalam hal ini 
pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang 
melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, 
kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh 
minuman keras, dan obat-obatan telarang. Kondisi 
ketidakpastiaan pengemudi membuka peluang besar terjadinya 
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kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan 
pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, 
lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh 
kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-
penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, 
terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya juga dipengaruhi oleh 
faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oelh direktorat 
jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi 
berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu 
lintas. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas 
setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit 
karena kelalaian ataupun kealpaan yang merugikan bagi orang 
lain. 
Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum 
pidana yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti 







Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang lalu 
lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib : 
a. Berprilaku tertib dan; 
b. mencegah hal hal yang dapat merintangi, membahayakan 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau 
yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. 
Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh 
mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa orang lain dalam skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang 
Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 
230/Pid.B/2017/PN.Mks)” 
B. Rumusan masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan 
kematian putusan nomor :  230/Pid.B/2017/PN.MKS ? 
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian 
dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan 
nomor : 230/Pid.B/2017/Pn.Mks ? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan 
kematian putusan nomor 230/Pid.B/2017/Pn.Mks 
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap tindak 
pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan 
kematian putusan nomor : 230/Pid.B/2017/Pn.Mks 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai 
kelalaian dalam berlalu lintas. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan 
pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah 









BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata yaitu kata “Tinjauan” 
dan “Yuridis”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengemukakan Tinjauan yaitu:  
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan, pengumpulan data pengolahan, analisa, dan 
penyajian data yang dilakukan secara sistemastis dan objektif 
untuk memecahkan suatu persoalaan. 1 
  
Selanjutnya Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan 
menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang 
memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 








                                            
1
 W.J.S. Poerwardaminata, 2003, Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung hlm 194 
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B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan 
Delictum atau Delicta, dalam bahasa Inggris dikenal dengan 
Istilah Delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak 
pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga 
unsur kata, yaitu straf, baar dan feit.  
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 
sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai 
tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, 
perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.  
Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa suatu tindak 
pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan 
yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak 
membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat 
ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”.2 
 
                                            
2
 Achmad Ali,  2002, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), 
PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta hlm 192 
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Moeljatno dalam memberikan defenisi tentang 
strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai 




“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” 
tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi 
hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa 
tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap 
jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan 
dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu 
tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-
undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam 
pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir 
dipakai kata 4 
 
Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan oleh 
pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai undang-




                                            
3
 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana,  Rineka Cipta. Jakarta hlm 71 
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Menurut R. Abdoel Djamali mengemukan bahwa “tindak 
pidana adalah peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana 
(delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat 
dikenakan hukum pidana”. 5 
Selanjutnya menurut R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa:  
Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan 
dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu 
harus ada kesalahan, attau sikap batin yang dapat dicela dan 
ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tidak dipidana jika 
tidak ada kesalahan”. 6 
   
 
Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) 
segi, yaitu:  
a) Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) 
yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi 
terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan 
umum.  
b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari 
pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang 






                                            
5
 R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta 175 
6
 Ibid.hlm 175 
7
 Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya 
Bakti. Bandung,hlm  182 
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Menurut Jonkers memberikan defenisi strafbaar feit 
menjadi 2 (dua), yaitu :  
a) Defenisi  pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) 
yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.  
b) Defenisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan 
melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau 
karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakikatnya 
menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus 
berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk 
undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi 
ketetapan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun 
defenisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan 
hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsure-
unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap 
delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam 
dianggap ada. 8 
  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-
tidaknya dari dua sudut pandang, yakni; (1) dari sudut teoritis; dan 
(2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasrkan 
pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. 
Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana 
tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada.  
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Dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 
2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.  
Unsur objektif adalah yang melekat atau yang ada dalam 
diri si pelaku, unsur unsur tersebut di antaranya adalah :  
a. Niat;  
b. Maksud dan tujuan;  
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan Culpa); dan  
d. Kemampuan bertanggungjawab.   
Selanjutnya unsur tersebut adalah unsur-unsur yang ada 
kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya ;  
a. Perbuatan;   
b. Akibat; dan 
c. Keadaan-keadaan.  
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan 
unsur objektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana 






Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :  
1) Unsur tingkah laku;  
2) Unsur melawan hukum;   
3) Unsur kesalahan;  
4) Unsur akibat konstitutif;  
5) Unsur keadaan yang menyertai;  
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntut pidana;  
7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;  
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;  
9) Unsur objek hukum tindak pidana;  
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana.  
Selanjutnya Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :  
1) Kelakuan dan akibat  
2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 
yang dibagi menjadi :  
a) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan.  
b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di 
luar si pelaku. 9 
  
Menurut Tongat menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana 
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :  
1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun negative (tidak berbuat).  
2) Diancam pidana  
3) Melawan hukum  
4) Dilakukan dengan kesalahan  
5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab Perbuatan itu 
harus terjadi karena kesalahan10 
 
                                            
9
Moeljatno, Op.cit (2011-82) 
10
 Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 
UMM Press, Bandung, hlm 105 
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C. Kesalahan  
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.  
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu 
memuat empat unsur yaitu:  
1. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum);  
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;  
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan Kelalaian/kelalaian (Culpa); dan  
4. Tidak adanya alasan pemaaf.  
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak 
patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan 
atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakaukan. 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-
bentuk kesalahan terdiri dari:  
1) Kesengajaan (Opzet)  
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan 
atau Opzet, bukan unsur Culpa. Ini layak oleh karena biasanya, 
yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang 




Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:  
1. Perbuatan yang dilarang;  
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;  
3. Perbuatan itu melanggar hukum.  
Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:  
a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) 
sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti 
oleh khalayak ramai.. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada 
pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si 
pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak 
apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang 
bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar 
mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana (constitutief gevolg).  
Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang berpendapat di 
kehendaki ialah hanya perbuataanya, bukan akibatnya. Akibat ini 
oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan 
terjadi (voorstellen). Dengan demikian secara siakletik  
timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:  
1. Teori kehendak (wilstheorie)  




Teori kehendak menganggap kesengahaan ada apabila 
perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si 
pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si 
pelaku saat mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang 
terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, sehingga 
ia menyesuaikan perbutannya dengan akibat itu.  
b. Sengaja  Sadar  Akan  Kepastian  atau  Keharusan 
(zekerheidsbewustzijn)  
Kesengejaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuataannya, tidak  bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu 
pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori 
kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga 
dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan 
menurut teori bayangan (voorstellingtheorie) keadaan ini sama 
dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam 
keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si 
pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam 
gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini 
ada kesengajaan.  
Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu 
kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang 
manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada 
kemungkinan besar saja. 11 
                                            
11
 Lamintang, op. cit 
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c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan(Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn)  
Lain hal nya dengan kesengajaan yang terang-terangan 
tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat 
bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan  suatu kemungkinan 
belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan 
pendapat antara sarjana hukum Belanda. 
Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua 
penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, bahwa 
dengan hanya ada keinsafan, kemungkinan tidak ada 
kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada Culpa atau kurang 
berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan 
secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama 
dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah 
terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama 
dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya 
disamakan atau dianggap seolah-olah sama.  
2) Kelalaian (Culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang 
telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 





Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:  
1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka 
tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana;  
2. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang 
dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya 
orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 
KUHPidana.  
Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:  
1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat 
menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga 
sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk 
tidak berbuat) yang melawan hukum;  
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang 
berpikir panjang; dan  
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 









Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. 
Sutorius, skema kelalaian atau Culpa yaitu:  
1. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana 
seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak 
akan terjadi.  
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)  
Unconscius : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara 
lain kurang berpikir (onnadentkend), lengah (onoplettend), 
dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, 
tetapi tidak demikian.  
Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak 
melakukan perbuatan tersebut, makan akan menimbulkan akibat 
yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang 
tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan 
kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan 









D. Lalu Lintas  
1. Pengertian Lalu Lintas  
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan 
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, 
sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah 
prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang 
dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. 
Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling 
terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.  
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu 
lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib 
dan teratur, nyaman dan efisien melalui menajemen lalu lintas dan 
rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan 
peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas 
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan 






2. Kecelakaan Lalu Lintas  
Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu 
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.  
Menurut Pasal 229 UU  LLAJ menentukan sebagai berikut :  
(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :  
a. Kecelakaan lalu lintas ringan;  
b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau  
c. Kecelakaan lalu lintas berat.  
(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang.  
(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan  kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang.  
(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia atau luka berat.  
(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh 
kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta 
ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.  
 
3. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas  
Menurut UU LLAJ:  
Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan:  
1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 




3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
Pasal 311: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan 
kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang 
membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).  
Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:  
1. Keruskan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).  
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta 
rupiah).  
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 
  
Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau 
luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:  
• Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya 
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan 









• Pasal 360 KUHPidana:  
(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.  
(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealapaannya) 
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa 
sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima 
ratus ribu rupiah).  
Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan 
pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan 
bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika 
itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.  
Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan 
lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib:  
1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.  
2. Memberikan pertolongan kepada korban  
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terdekat; dan  
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian 
kecelakaan.  
Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak 
dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan 
kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa 
dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi 
kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, 
terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak 
berdaya untuk memberikan pertolongan.  
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Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor 
segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh 
pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 
rupiah).  
  
E. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya 
Nyawa Orang lain  
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan  
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan 
yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam 
KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, 
yang berbunyi sebagai berikut :  
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.  
Terdapat pula dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi:  
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 






(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah).  
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah).  
 
2. Unsur Delik karena Kealpaan yang Mengakibatkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain   
Yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi :  
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.  
 
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana 
tersebut di atas yaitu :  
a. Barangsiapa   
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk 
menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang 
telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini 
maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan 
bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan 
kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam 
melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana 




b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)  
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah 
merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki 
oleh terdakwa (orang yang berbuat).  
c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain  
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya 
menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk 
melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan 
akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi 
syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.  
Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa:  
“menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur 
perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam 
Pasal 338 KUHPidana. Perbedaannya dengan pembunuhan 
hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang 
hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan 
adalah kesengajaan. 12 
  
F. Putusan  
1. Pengertian putusan  
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan 
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan 
hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum 
tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah 
selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main 
hakim sendiri.  
                                            
12
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja   Grafindo 
Persada, Jakarta. Hlm 125. 
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Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa 
putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebas lepas dari segala tuntunan hukum dalam serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”  
2. Jenis-jenis putusan  
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya 
putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian 
yaitu :  
a. Putusan yang bukan putusan akhir  
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada 
ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni:   
Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa 
dan/atau penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi 
terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Pada hakekatnya putusan 
yang bukan putusan akhir dapat berupa :  
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.  
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum 
batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 
143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi 
hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.  
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkanmateri hukum perkara tersebut 





b. Putusan akhir  
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind 
vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini 
terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai 
dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik 
putusan akhir ini dapat berupa :  
1) Putusan bebas  
Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yaitu :  
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan tidak terbuti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas.  
 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud:  
  
Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan 
alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.  
  
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum  
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
yaitu:  
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.  
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Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara 
teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap 
pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika :  
1) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana  
2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.  
3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.  
  
c. Putusan pemidanaan  
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu: “jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 










BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri 
Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap 
bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :  
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara 
dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani kasus tersebut.  
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah 
pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media 
elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan 
masalah yang dibahas.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut :  
  
1. Penelitian pustaka (library research)  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data 
yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku 
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 
ini.Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang 
berasal dari dokumendokumen penting maupun dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research)  
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan 
melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses 
wawancara atau pembicaraan langsung terhadap petugas 







D. Analisis Data  
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder 
akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data 
tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif 
terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan 
menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang 
akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu 
pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni 
yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Kelalaian Lalu Lintas Pada Putusan Nomor :  
230/Pid.B/2017/PN.Makassar 
1. Posisi Kasus  
Pada awalnya terdakwa MIRWANSYAH DG.NYIKKO alias 
MIRWAN Bin RABASENG DG. MALING, pada hari senin tanggal 
28 November  2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak tidaknya 
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 mengendarai mobil 
Mikrolet atau pete pete No. Polisi DD 1982 DF bergerak dari 
Kabupaten Pangkep ke Terminal Malengkeri Kota Makassar, 
terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 – 80 km/jam dimana saat 
terdakwa mengedarai mobil tersebut dia sedang menaikan kaca 
mobil tanpa memperhatikan keadaan jalan di depannya, sehingga 
mobil yang di kendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang 
sedang menyeberang jalan, yaitu ANDI DEASY FATMAWATI dan 
ADI MAKAYASA SAPUTRA  yang menyebabkan ADI MAKAYASA 





2. Dakwaan Penuntut Umum   
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa MIRWANSYAH 
DG. NYIKKO alias MIRWAN Bin RABASENG DG. MALING yang 
dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
bahwa ia terdakwa MIRWANSYAH DG. NYIKKO alias 
MIRWAN Bin RABASENG DG. MALING, pada hari senin tanggal 
28 November 2016 sekitar jam 13.00 Waktu Indonesia Bagian 
Tengah (WITA) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan 
November tahun 2016 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
keelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut :  
Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, 
Terdakwa yang merupakan sopir mobil umum jenis mikrolet atau 
pete-pete mengantar keluarganya dengan mengendarai mobil 
umum jenis mikrolet atau pete-pete Suzuki Futura 150 DD 1982 
DF melewati jalan poros dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke 
terminal mallengkeri Kota Makassar, kemudian pada saat 
Terdakwa melintas di jalan perintis kemerdekaan kota makassar 
terdakwa mengendarai mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete 
Suzuki Futura 150 DD 1982 DF tersebut dengam kecepatan 
sekitar 60 sampai dengan 80 km/jam dengan menggunakan gigi 
porsenelling 4 (empat), dimana saat itu Terdakwa sambil 
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menaikkan kaca mobilnya tanpa memperhatikan keadaan jalan 
didepannya, sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 
menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, yaitu: 
ANDI DEASY FATMAWATI dan ADI MAKAYASA SAPUTRA, 
yang menyebabkan ADI MAKAYASA SAPUTRA terjatuh dan 
masuk kebawah mobil yang dikendarai Terdakwa, mengetahui 
keadaan tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan panik lalu 
Terdakwa tetap memacu laju mobilnya yang dikendarainya 
sehingga ADI MAKAYASA SAPUTRA terseret dibawah mobil 
yang dikendarai Terdakwa sampai dengan mobil tersebut 
dihentikan oleh warga yang mengejarnya dengan jarak sekitar 300 
(tiga ratus) meter dari titik awal tabrakan. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, 
penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti 
beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu:  
a. Keterangan Saksi-saksi  
 
1. Saksi IMRAN ROSES, menerangkan dibawah sumpah yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan 
kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh istri saksi 
yang bernama ANDI DEASY FATMAWATI dan anaknya 
ADI MAKAYASA SAPUTRA yang terjadi pada hari Senin 






- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di jalan Kapasa 
Makassar, kemudian saksi mengetahui kejadian 
kecelakaan tersebut setelah mendapatkan telepon dari 
seorang laki-laki yang tidak kenal yang menyampaikan 
informasi bahwa istri dan anak saksi mengalami 
kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi langsung 
menuju ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, 
dan setelah sampai dirumah sakit mendapati istrinya 
yaitu : ANDI DEASY FATMAWATI dan anaknya yang 
bernama ADI MAKAYASA SAPUTRA berada di ruang 
IGD dan dalam penanganan medis. 
- Bahwa pada saat berada di IGD saksi melihat kondisi 
istrinya yaitu ANDI DEASY FATMAWATI dalam keadaan 
sadar dan mata terbuka sedangkan ADI MAKAYASA 
SAPUTRA yang juga dalam penanganan medis dengan 
mata dalam keadaan tertutup. 
- Bahwa korban ADI MAKAYASA SAPUTRA meninggal 
pada hari selasa 29 November 2016 sekitar jam 04.00 
wita dan dimakamkan pada siang harinya dipemakaman 
umum Sudiang Makassar, adapun luka yang dialaminya 
yaitu : lecet di dekat mata kiri berlubang di kepala 
sebelah kiri, luka terkelupas dikepala sebelah kanan 
hingga kelihatan tengkorak kepalanya, tangan kiri lecet 
dengan kulit terkelupas, kaki kanan patah, punggung 
kulit terkelupas, dan dari informasi dokter di rumah sakit 
bahwa ginjal juga ikut bermasalah. 
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa 
setelah istri dan anaknya tertabrak, anak saksi kembali 
terseret oleh mobil yang menabraknya dari tempat ia 
tertabrak hingga kedepan SPBU yang berada depan 
pintu 1 (satu) kampus UNHAS. 
 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa 







2. Saksi ARDI Alias ROLA Bin MARANG, keterangannya 
dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2016 
sekira jam 09.00 Wita saksi bernama dengan teman-
temannya memesan mobil pete-pete yang dikemudikan 
oleh Terdakwa dari tempat kerja saksi yang terletak 
dimaros dekat pabrik semen Bosowa dan bermaksud 
menuju ke Terminal Mallengkeri Makassar, dalam 
perjalanan tersebut saksi duduk didepan di kiri sopir dan 
pada saat itu kecepatan mobil yang dikendarai oleh 
Terdakwa sekitar 80 Km/jam, kemudian saksi 
mendengar benturan keras dari mobil yang dikendarai 
oleh Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada 
Terdakwa “Apa Anjo (apa itu)”, kemudian Terdakwa 
menjawab “Allappoi (menabrak)”, selanjutnya saksi 
menoleh ke belakang mobil dan melihat seorang 
perempuan yang tergeletak diatas permukaan jalan di 
jalur paling kiri, dan pada saat itu mobil yang dikendarai 
oleh Terdakwa tidak berhenti, kemudian mobil berhenti 
ketika dicegat atau dihentikan oleh pengendara sepeda 
motor dan mengatakan “matangko, nia anak-anak nu 
lappo (kamu berhenti, ada anak-anak kamu tabrak)”, 
selanjutnya mobil berhenti, dan setelah itu saksi turun 
dari mobil baru saksi mengetahui bahwa ada anak-anak 
tersangkut dibawah mobil yang ditumpangi oleh saksi. 
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa setelah 
menabrak baru berhenti setelah berjalan sekitar 300 
(tigaratus) meter. 
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan mobil yang 















Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa 
menyatakan benar dan tidak keberatan; 
3. Saksi DEASY FATMAWATI, S.Pi Binti ANDI ADAM 
AKHAR, keterangannya dibacakan dipersidangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan pada hari Senin 
tanggal 28 November 2016 sekira jam 13.00 Wita di jalan 
Perintis Kemerdekaan depan ruko/Toko Busana Muslim 
Soya Makassar. 
- Bahwa pada saat kejadiaan tersebut saksi sedang 
menjemput anaknya ADI MAKAYASA SAPUTRA pulang 
dari sekolahnya, saat taksi bersama anaknya ADI 
MAKAYASA SAPUTRA akan menyeberang jalan sambil 
memberi tanda kepada sebuah mobil pete-pete yang 
bergerak perlahan hingga berhenti, setelah itu saksi 
bersama anaknya ADI MAKAYASA SAPUTRA berjalan 
maju dan melihat sebuah mobil pete-pete yang masih jauh 
dari arah timur dan melaju dengan kencang dijalur paling 
depan, selanjutnya saksi dan anaknya ADI MAKAYASA 
SAPUTRA tertabrak oleh mobil pete-pete yang melaju 
dengan kencang tersebut. 
- Bahwa pertama kali saksi melihat mobil pete-pete yang 
menabraknya posisinya berjarak sekitar 50 (lima puluh) 
meter dari posisi saksi saat itu. 
- Bahwa pada saat itu saksi bersama anaknya ADI 
MAKAYASA SAPUTRA menyeberang jalan melewati 
dekat zebra cross. 
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan mobil pete-
pete yang menabrak saksi tidak mengerem dan tidak 
membunyikan klakson. 
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami 
retak di tulang pipi dari tulang dagu, patah tertutup 
dilengan kanan, retak ditulang sikut kanan, dan akibat dari 
kecelakaan lalu lintas tersebut anak saksi yang bernama 









Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa 
menyatakan benar dan tidak berkeberatan; 
b. Alat Bukti Surat  
Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :  
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum No. 
HK.04.01/I.19/13382/2016 tertanggal 15 desember 2016 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. A. ASADUL 
ISLAM, Sp.BS (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum 
Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.  
 
c. Petunjuk  
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang 
dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 
keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu 
dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya 
diperoleh dari :  
- Keterangan saksi-saksi  
- Surat  
- Keterangan terdakwa  
 
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan baik yang terurai dari 
keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan terdakwa 
dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang 
lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada hari senin 
tanggal 28 November  2016 sekitar pukul 13.00 wita atau 
setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 
mengendarai mobil Mikrolet atau pete pete No. Polisi DD 1982 
DF bergerak dari Kabupaten Pangkep  ke Terminal Mlangkeri 
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Kota Makassar, terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 – 80 
km/jam dimana saat terdakwa mengedarai mobil tersebut dia 
sedang menaikan kaca mobil tanpa memperhatikan keadaan 
jalan di depanya, sehingga mobil yang di kendarai oleh 
terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang 
jalan, yaitu ANDI DEASY FATMAWATI dan ADI MAKAYASA 
SAPUTRA  yang menyebabkan ADI MAKAYASA SAPUTRA 
meninggal dunia.   
d. Keterangan Terdakwa  
Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat 
persidangan terdakwa MIRWANSYAH DG. NYIKKO Alias 
MIRWAN BIN RABASENG DG. MALING tidak keberatan dan 
membenarkan keterangan saksi Imran Roses, Ardi Alias Bola 
Bin Marang dan saksi Andi Deasy Fatmawati,S.Pdi Binti Andi 
Akhar.  
 
e. Barang Bukti  
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan 
berupa:  
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki ST 150 Futura (Mikrolet) No. Reg. 
DD 1982 DF; 
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Suzuki ST 150 Futura 
(Mikrolet) No. Reg. DD 1982 DF; 
- 1 (SATU) lembar SIM Gol. A An. Mirwansyah ;  
 
Kesimpulan :  
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
tahun 2009.  
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3.   Tuntutan Penuntut Umum  
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan 
menjatuhkan putusannya terhadap  terdakwa sebagai berikut :  
1. Menyatakan Terdakwa ANDI MIRWANSYAH Dg. NYIKKO Alias 
MIRWAN Bin RABASENG Dg. MALING telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena 
kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan 
orang lain luka berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu 
melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua 
melangar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa MIRWANSYAH Dg. 
NYIKKO Alias MIRWAN Bin RABASENG Dg. MALING dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan 
denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 
(dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 
3. Menetapkan barang  bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura (Mikrolet) No. Reg. 
DD 1982 DF ; 
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Suzuki ST 150 Futura 
(Mikrolet) No. Reg. DD 1982 DF ; 
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. MIRWANSYAH dikembalikan 
kepada Terdakwa MIRWANSYAH Dg. NYIKKO Alias 
MIRWAN Bin RABASENG Dg. MALING 
4. Menetapkan agar Terdakwa MIRWANSYAH Dg. NYIKKO Bin 
RABASENG Dg. MALING dibebani untuk membayar biaya 








Kesimpulan :  
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
tahun 2009.  
4.  Pertimbangan Majelis Hakim  
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, 
terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut 
akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 
apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut 
telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang 
telah didakwakan tersebut :  
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut :  
1. Setiap Orang;  
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;  
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;  
4. Menyebabkan  luka berat. 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 





Ad.1. Unsur Setiap Orang; 
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau 
manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan 
kewajiban orang atau manusia sebagai subyek hukum yang 
memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum. 
- Bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan 
Terdakwa, yaitu: Terdakwa MIRWANSYAH DG. NYIKKO alias 
MIRWAN Bin RABASENG DG. MALING, setelah diperiksa dan 
diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan 
identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut 
Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu 
menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut 
Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan 
mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, 
maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat 
dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau 
alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu 
bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah 
dilakukannya. 
- Bahwa pembuktian unsur Setiap Orang berkaitan erat dan tidak 
terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal 
tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang 
merupakan delik inti dan juga harus terbukti untuk memperkuat 
pembuktian dalam unsur setiap orang. 
 
Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena 
Kelalaiannya 
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, 
Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan 
sejumlah barang bukti yang telah disita secara sah dan 
diperlihatkan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang 
terungkap di persidangan sebagai berikut : 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar 
jam 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) bertempat di 
Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Terdakwa yang 
merupakan sopir mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete 
mengantar keluarganya dengan mengendarai mobil umum jenis 
mikrolet atau pete-pete Suzuki Futura 150 DD 1982 DF melewati 
jalan poros dari arah kabupaten pangkep menuju ke terminal 
Mallengkeri Makassar, kemudian pada saat Terdakwa melintas 
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di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, kemudian pada 
saat Terdakwa melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota 
Makassar Terdakwa mengendarai mobil umum jenis mikrolet 
atau pete-pete Suzuki Futura 150 DD 1982 DF  tersebut dengan 
kecepatan sekitar 80 km/jam dengan menggunakan gigi 
porsenelling 4 (empat), dimana pada saat itu terdakwa sambil 
menaikkan kaca mobilnya tanpa memperhatikan keadaan jalan 
di depannya, sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 
menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, yaitu: 
ANDI DEASY FATMAWATI DAN ADI MAKAYASA SAPUTRA, 
yang menyebabkan ADI MAKAYASA SAPUTRA terjatuh dan 
masuk kebawah mobil yang dikendarai Terdakwa, mengetahui 
keadaan tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan panik lalu  
Terdakwa tetap memacu laju mobilnya yang dikendarainya 
sehingga ADI MAKAYASA SAPUTRA terseret dibawah mobil 
yang dikendarai Terdakwa sampai dengan mobil tersebut 
dihentikan oleh warga yang mengejarnya dengan jarak sekitar 
300 (tiga ratus) meter dari titik awal tabrakan; 
- Bahwa benar keadaan cuaca saat itu cerah panas matahari, 
jalan lurus beraspal, arus lalu lintas ramai kendaraan; 
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas 
Terdakwa yang mengemudikan mobil pete-pete tidak mengerem 





Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka, unsur 
Mengemudikan Kendaraan Bermotor  Yang Karena 
Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 
Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia 
Bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, 
Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan 
sejumlah barang bukti yang telah disita secara sah dan 
diperlihatkan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang 
terungkap di persidangan sebagai berikut : 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar 
jam 13.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) bertempat 
dijalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Terdakwa yang 
merupakan sopir mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete 
mengantar keluarganya dengan mengendarai mobil umum jenis 
mikrolet mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete Suzuki Futura 
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150 DD 1982 DF melewati jalan poros dari arah kabupaten 
pangkep menuju ke terminal Mallengkeri Makassar, kemudian 
pada saat Terdakwa melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan 
Kota Makassar, kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan 
Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Terdakwa mengendarai 
mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete Suzuki Futura 150 DD 
1982 DF  tersebut dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dengan 
menggunakan gigi porsenelling 4 (empat), dimana pada saat itu 
terdakwa sambil menaikkan kaa mobilnya tanpa memperhatikan 
keadaan jalan did depannya, sehingga mobil yang dikendarai 
oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang 
menyeberang jalan, yaitu: ANDI DEASY FATMAWATI DAN ADI 
MAKAYASA SAPUTRA, yang menyebabkan ADI MAKAYASA 
SAPUTRA terjatuh dan masuk kebawah mobil yang dikendarai 
Terdakwa, mengetahui keadaan tersebut Terdakwa merasa 
ketakutan dan panik lalu Terdakwa tetap memacu laju mobilnya 
yang dikendarainya sehingga ADI MAKAYASA SAPUTRA 
terseret dibawah mobil yang dikendarai Terdakwa sampai 
dengan mobil tersebut dihentikan oleh warga yang mengejarnya 
dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari titik awal 
tabrakan;  
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ADI 
MAKAYASA SAPUTRA meninggal dunia, sesuai dengan hasil 
pemeriksaan dalam surat keterangan visum Et Repertum 
No.HK.04.01/I.19/13382/2016 tertanggal 15 Desember 2016 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. A. ASADUL 
ISLAM, Sp.BS (K) selaku dokter pada rumah sakit umum pusat 
(RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dengan 
kesimpulan hasil pemeriksaan : adanya luka-luka, patah tulang 
dan pendarahan sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan 
dengan benda tumpul. Akibatnya korban meninggal dunia (pada 
tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu 
enam belas pukul empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia 
Bagian Tengah), sebagaimana dalam Surat Keterangan 
Meninggal Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar No. 2819/IFK-RSWS/XI/2016 tertanggal 








Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur 
Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia tealah terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
 
Ad.4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat 
Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-
saksi surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan 
sejumlah barang bukti yang telah disita secara sah dan 
diperlihatkan di depan persidangan sebagai berikut : 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar 
jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota 
Makassar, Terdakwa yang merupakan sopir mobil umum jenis 
mikrolet atau pete-pete mengantar keluarganya dengan 
mengendarai mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete Suzuki 
Futura 150 DD 1982 DF melewati jalan poros dari arah 
kabupaten Pangkep menuju ke terminal Mallengkeri Kota 
Makassar Terdakwa mengendarai mobil umum jenis mikrolet 
atau pete-pete Suzuki Futura 150 DD 1982 DF tersebut dengan 
kecepatan 80 KM/jam dengan menggunakan gigi porsenelling 4 
(empat), dimana saaat itu Terdakwa sambil menaikkan kaca 
mobilnya tanpa memperhatikan keadaan jalan didepannya, 
sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak 
pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, yaitu : ANDI 
DEASY FATMAWATI dan ADI MAKAYASA SAPUTRA terjatuh 
ke bawah mobil yang dikendarai Terdakwa, mengetahui keadaan 
tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan panik lalu Terdakwa 
memacu laju mobilnya yang dikendarai sehingga ADI 
MAKAYASA SAPUTRA tersebut dibawah yang dikendarai 
Terdakwa sampai dengan mobil tersebut dihentikan oleh warga 
yang mengejarnya dengan jarak 300 meter dari titik awal 
tabrakan. 
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan ANDI 
DEASY FATMAWATI mengalami luka berat, sesuai dengan hasil 
Visum Et Repertum No. HK.04.01/I.19/13382/2016 tertanggal 15 
Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. 
dr. A. ASADUL ISLAM, Sp.BS (K) selaku dokter pada Rumah 
Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, 
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : adanya bengkak pada 
pipi kiri, kelainan penutup rahang atas dan rahang bawah pada 
gigi depan, patah tulang disela kawat, gigi seri II dan gigi 
geraham kiri yang tidak terfiksir sesuai dengan perlukaan akibat 
persentuhan dengan benda tumpul. Akibat adanya kelainan 
penutupan rahang atas dan rahang bawah pada gigi depan 
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tersebut maka terjadi gangguan pada rongga mulut seperti 
gangguan mengunyah, berbicara dan estetika. 
 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah :  
- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;  
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati 
atau lalainya terdakwa.  
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan 
meninggalnya korban sebagai berikut :  
- Bahwa akibat mobil umum jenis mikrolet atau pete-pete Suzuki 
Futura 150 DD 1982 DF yang dikendarai terdakwa menabrak 
pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga 
menyebabkan meninggalnya ADI MAKAYASA SAPUTRA;  
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Umum (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yang 
menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2016 telah 
melakukan pemeriksaan terhadap: ADI MAKAYASA SAPUTRA, 
yang ditandatangani oleh Prof. DR. dr. A. ASADUL ISLAM, 
Sp.BS (K), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan diantaranya: 
 
1. Di daerah kepala : 
a. Pada kepala bagian tengah atas terdapat luka dengan 
kulit yang terlepas dengan ukuran diameter dua koma 
lima centimeter. Dasar luka tulang, daerah sekitar luka 
tampak bengkak, pendarahan aktif; 
b. Pada kepala bagian kanan terdapat luka dengan kulit 
terlepas dengan ukuran diameter empat centimeter, 
dasar luka tulang, daerah sekitar luka tampak bengkak 
dan tidak tampak pendarahan aktif; 
c. Pada kepala bagian kiri terdapat luka dengan kulit yang 
terlepas dengan ukuran diameter  empat centimeter, 
dasar luka tulang, tidak tampak pendarahan aktif; 
 
2. Di daerah wajah : 
a. Tampak luka robek pada daerah di bawah mata kiri 
dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, 
sekitar luka ada bengkak, ada memar, dan tidak tampak 
pendarahan aktif; 
b. Tampak luka robek pada daerah dibawah mata kiri 
dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, 




3. Patah tulang terbuka pada lengan kiri atas, patah tulang 
tetutup pada sepertiga atas paha, luka lecet dengan ukuran 
panjang sepuluh centimeter dan lebar dua belas centimeter, 
pembengkakan jaringan otak, pendaharan di bawah selaput 
lunak pembungkus tulang kepala bagian samping kanan, 
pendarahan di bawah kapsul ginjal kanan. 
 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah 
terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian 
Lalu Lintas”;  
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 
serta rasa keadilan;  
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu :  
1. Hal-hal yang memberatkan :  
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ADI MAKAYASA 
SAPUTRA meninggal dunia dan korban ANDI DEASY 
FATMAWATI mengalami luka berat;  





2. Hal-hal yang meringankan :  
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui 
terus terang perbuatanya 
- Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan mempunyai 
tanggung jawab keluarga 
 
Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundang-
undangan yang berlaku.  
5.  Komentar Penulis  
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari 
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan penuntut umum.  
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan 
baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan 
syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini 
didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti 
yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya 
keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan 
terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki 
rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
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Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur 
dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :  
- Setiap orang;  
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya; 
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 
- Mengakibatkan luka berat orang lain. 
B. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu 
Lintas Yang Menyebabkan Kematian Putusan Nomor : 
230/Pid.B/2017/Pn.Mks 
1. Amar Putusan 
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan 
bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :  
1. Menyatakan Terdakwa ANDI MIRWANSYAH Dg. NYIKKO 
Alias MIRWAN Bin RABASENG Dg. MALING telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan 
orang lain luka berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu 
melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua 
melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa MIRWANSYAH Dg. 
NYIKKO Alias MIRWAN Bin RABASENG Dg. MALING 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) 
bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa 






3. Menetapkan barang  bukti berupa : 
a. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura (Mikrolet) No. Reg. 
DD 1982 DF ; 
b. 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Suzuki ST 150 Futura 
(Mikrolet) No. Reg. DD 1982 DF ; 
c. 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. MIRWANSYAH; 
Dikembalikan kepada Terdakwa MIRWANSYAH Dg. 
NYIKKO Alias MIRWAN Bin RABASENG Dg. MALING 
4. Menetapkan agar Terdakwa MIRWANSYAH Dg. NYIKKO Bin 
RABASENG Dg. MALING dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
2. Analisis Penulis  
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada 
tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, 
yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa.  
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut 
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benarbenar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.  
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif.  
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Menurut Lamintang mengemukakan bahwa :  
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk 
pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis 
dan banyaknya alat bukti yang harus ada;  
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat 
membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang 
terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu 
belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak 
pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah 
bersalah melakukan tindak pidana tersebut.13 
 
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat 
dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung 
jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab 
yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak 
ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk 
pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
                                            
13
Lamintang, 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & 
Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 408-409 
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bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya.  
Menurut Moeljatno hukum pidana terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu :   
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 
jawabkan dari si pembuat;  
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si 
pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : 
a. Disengaja;  
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.  
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.14   
 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 
baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan 
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor 
perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 
keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.   
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang 
yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan 
kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 
dipertanggung jawabkan.  
 
 
                                            
14
 Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm: 6 
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Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.  
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum.  
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang 
dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena 
kelalaian (culpa).  
Dalam teori Pipin Syarifin kesengajaan itu ada 3 (tiga) 
macam, yaitu :   
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan.  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku 
dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti 
oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada 
suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman 
pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat 
tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 
suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukuman ini.   
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya 
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari 
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3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan 
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan 
akibat itu.15  
 
Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari 
kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban 
atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang 
tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai 
berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau kurangan paling lama satu tahun.” 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang 
dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau 
alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan 
pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan 
sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, 
pembuatanya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. 
Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar 
pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si 
pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.  
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 Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 93 
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Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan 
menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I 
KUHP, yaitu dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, 
keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.  
Dalam putusan No.230/Pid.B/2017/PN.Mks. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan 
hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et 
repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam 
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa 
sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 




Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal 
dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Dan hal-hal 
yang meringankan yaitu :  
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan 
dalam persidangan;  
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah 














BAB V  
PENUTUP  
A.  Kesimpulan  
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian 
dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Putusan No. 
230/Pid.B/2017/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik 
melalui keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
maupun alat bukti. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan Dakwaan 
Kombinasi Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 (3) 
UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
2. Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim tidak serta merta berdasar 
pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan 
Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan 
keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta 
apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang 
timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa 
dapat atau tidak dapat dipidana. 
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B.  Saran  
1. Menurut penulis Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat 
dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan 
merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka 
persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan 
atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum 
secara formiil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak 
salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan 
unsur yang didakwakan.  
2. hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang 
kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar 
terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP. 
3. Dalam menjatuhkan putusan hakim seharusnya hanya 
mendakwakan 1 pasal saja dan diikuti pemberatan dipasal 
lainnya yang didakwakan dan mengambil pasal yang paling 
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